BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umupi eng%i Peﬂiam
rrongronatiin g /0

atu hal

muskan kembali de H Perdata sebagaigberikut, bahwa

.seb@jEﬁan adalah suatu persetujlﬁe% di

a dua orang atau

9R. Subekti, 1979,Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, him.1.

2 pid.
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lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan

harta kekayaan®.

Definisi perjanjian yang telah ditikaikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata,

terdapat beberapa k ah%din Iz?rang
Setiawan rupatisan ﬁ%ﬁ u @

menyeb

menurut para sarjana. Menurut

ak lengkap juga sangat

yangbertujuan untuk menimk

[y L=
J
Pasal 3 Perda

. Sehingg ‘ %11 ,in'g | an hukum,

dimana satu '@ engikatkan diriny@ atau saling

me@? dirinya terhadap satu oraﬁ@ih”

. Mena3

2!Abdul Kadir Muhammad, 1992,F Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti,
him.78.
22 R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004,

Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Jakarta : Aditama, him. 41.
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Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu
kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang

paling penting adalah adanya#penawaran dan penerimaan atas penawaran

akatan

< lain kita harus

lam pelaksanaan perjanjia i tid
i ﬂdaﬁ m h; apatutan. Menafsirkan

yang terjadi. Dengan demikian

2 Amirah, Ahmadi Miru, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama, Jurnal

Pasca Unhas,him. 4.
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menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam

pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi.*

Iktikad baik (Pasal 1338 aya dan kepatutan (Pasal 1339) umumnya

S dan H. Q
er 7@@ menguji dengan kepantasan
@an tidak dilaksan erarti perjanjian itu

; rte@deng

Pasal.1838 ayat 3

B
o epatuf
maaises) ya

disebutkan secara san tanggal 11 Januari 1924

pihak kepa

dalam hal adas y DE : goara : um yaitu

apakah kare ii.t ‘ daps : atut daripada

erjanjian pendirian e

ctik ﬁdan kepatutan dapat
Perjafjian. B ﬂ H‘dhﬁl

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, op.cit, him. 67.

2 |bid.

2 1hid.
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kepatutan, jadi iktikad baik dan kepatutan menentukan isi dari perjanjian

itu.?’

akan dibuat.

K E
. "Kebeb

7 Ibid.
8y unirman Rijan, Ira Koesoemawati, Op.Cithlm. 7.

2| pid.
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6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan
yang bersifat optional.

Hal-hal yang tidak dia i_dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada

A

perjanjian*™formal. “Pefjanjian al~mak \ yang

memerluka 12 . alnya perjanjianiJual Beli

Tanah, for ita dipe
Dalam perjanjian ll' ;

1# c H j
anjian Indonesia

Berlakun as konsensualisme menﬁ@ :
memantapkan aMsﬂ)eHn 0 . Tanpa'adanya sepakat dari

a PPAT.

(jj an mengikat setelah sudah
0d.*°

erpenuhi tindakan-

salah satu pihak™ yanggmemb aka perjanjian yang dibuat

% Sophar Maru Hutagalung, 2013, Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law

dan Civil Law, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 49.
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tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan
kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah contradiction

interminis. Adanya paksaan menunjukan tidak adanya sepakat yang mungkin

tu yanf@k cakap untuk
* apat@t dalam Pasal

Aat d@]lkan yahwa

hukum. Asas
ian pa sunt servanda
ﬁarus ghormati substansi

gbagaimana layaknya sebuah undang-

gan asas kepastia

dengan akibat perjanj

aHh
i

t

*bid.

32 1pid.
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undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak

yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan

dalam pasal 1338 ayat (1) KlHgPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang

dibuat secara sah.b % Oﬂa
4 E&w j
i @Gereja kan b

jan yanig.@irka
3 |ka|H:5:F}1en an unsur
ta siliael

arti pactum,“yang : i an dengan su

tindakan “fermalitas lainya:..a 1 act sudah cukup
sepakat sa
5

Menurut

| aturan yang et h .‘. E

ama lain, menginge

) @ £uk dilaksanakan dan pad %nya

% salim, Abdulah, 2007, Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding, Jakarta : Sinar

mengakibatkan

Grafika, him. 2-3.

3 bid.
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melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak

pernah dipertanyakan kembali.*

ahasa Indonesia berarti

Asas Ke par

mencapai S tu' kead: 1 eb a| akibat darinya harus
memunculka : ; . Ti erpenuhinya
ﬁ i} '

eseimbangan berpe ektatan yuridikal penja

M % aMahami Kontrak dalam
at, Teori, Dogmati andung Mandar Maju, him. 91.

aifuddin, 2012, Hukum Kontrak Memahami

®Herlien Budi€

Perspektif Filsg

% Tim Penyusun Kamus Pembinaa
Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, Bandung: Mandar Maju,,

him. 97.
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terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan dapat muncul, karena perilaku

para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau

dirugika satu.f‘I janji
Syarat Gé‘hbangan i osial,

eksistensi

3" Herlin Budiano dal aw:ﬁ i w amahami
Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik; d a Maju,, him. 97.
% Herlien Budiono, 2006, Asas Ke

Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bakti, him. 318-319.

¥ Ahmadi Miru, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

him. 31-32.
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1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu

perjanjian karena tanpa“adanaya kesepakatan tentang unsur esensial

ak perjangian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual
katﬂ; gydan harga karena tanpa

berlaku

SENARANG

Unsur Aksidentalia merupakan unsur yang akan ada atau mengikat

3. Unsur Aksidenis

para pihak jika para pihak memperjanjikanya. Sebagai contoh, dalam

kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak

22
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debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen

perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama

e ,,.lrELp ]

ACOCOKa & iendak dari yang mengadakan perjanjian
a ' g
(B Iz an, 2006

‘ ui antara pihak-pihak
Unsur kesepak

AR,

unsur kesesuaian,

pihak yang

% Gamal Komandoko, Handri Rahardjo, 2013, Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian &

Kontrak Terbaik, Jakarta: Buku Seru, him. 9-10.
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b. Acceptasi (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang

menerima penawaran.

Jadi kesepakatan

perijs E: Selﬂ\ya

nlpuan C ilafan jutnya disebut cacat

ertpakan hal penting karena merupakan awal

=

ut pasal 1321 KUH Perdata,

dalam arti tidak ada

(iR terg
. Kecakapan Bertinda -‘
Pe 0 : ‘kum berarti pendukung

hak dan

un setiap

subjek 'il. empunyali ' ajiban untuks” melakukan

perbuatan hukd tersebut harus

ceca f\ kewenangan hukum. Y ﬁ%sud dengan orang yang
A=A R N

a. Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)

b. Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampuan)

c. Tidak dilarang undang-undang.

24
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3. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud depgam suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan

an itu sendiri atau tujuan dari

para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal

*Ahmad Miru, Op.cit, him. 30.
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berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan

kesusilaan.

ara e&, seperti: Perjanjian

njian % an Perjanjian
* n Ke@&an, Derjanjian
ﬁn me@asj

ed is perja ( an kewajiban berprestasi.

=B

Pe perjanjian yang

anjie bal “balik me
i Bl el o

perjanjia enyewa, dan

‘Eh an perjanjian sepihak adal
pih yMu ﬂnrﬂsi h
menerimase

perjanjian hibah dan pemberian hadiah. Sebagai contoh dalam

ewajibkan

ara timbal balik, seperti

kar-menukar.

*2 Ronal Saija, Roger F.X, 2016, Buku Ajar Hukum Perdata, Yogyakarta: Deepublish, him. 139-140.
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perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, pihak

penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak

: aran
rjamﬂ%%a idak Be

'ﬂ.;;hlan Bern A yang memiliki nama

jian ju%

gang@
rjanjm‘jak her

bang di masyarakat

rak menurut Pasal 1338

*fff”

meminda

kewajiban, tetapi bﬂ

artinya ada penguasaan atas

perjanjian  yang

benda tersebut (bezit). Sebagai contoh dalam perjanjian

* Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, him. 150.
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kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata

sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat

tertentu dan diikutidengan pendaftaran (balik nama) pada register

akta, tetapi cukup

Menu Abdulkadir Muhammad

njol sesuai dengan sifat

etiap perja Y3 q bbjeknya benda tertentu,

rSE lF-l'r ak, saat itu terjadi peralihan

nai. Contoh darigPerjanjian riil

i{ya Perjanjian penitipan

sensualy misalnya perjanjian

hak yang™d

&h asal 1741 KUH Perda
bar Mnﬂdaﬂerjﬁa

Perdata terjadi sepakat

mengenai barang dan harganya.

*“Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, him. 148.
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6. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan Perjanjian adalahyperbuatan merealisasikan atau memenuhi

macam, sebagalima asa
iﬁ Bfeblrahkan sesuatu
CEREA R AN®

c) Tidak

** Abdulkadir Muhammad, Op.cit, him. 307.
* Ahmad Miru, 2014, Op.cit, him. 68.

" 1bid. him. 69
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Pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam
kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh

kebiasaan, kepatutan, ataustiidang-undang, sehingga prestasi yang harus

ndang-undang, tidak

arti tel janji atau disebut

shit” di atas kads g-kadang

menimbulke ““I ﬂlv‘ l# i i prestasi,

apakah termasuk trda ast sama sekali atau terlambat dalam

mew tasi. Apabila debitur ﬁﬁk .
asinya Mrﬂik Htu n rtama, getapi apabila debitur
en hi_prestasi

anggap sebagai terlambat dalam

8 1bid. him. 70.

*Purwahid Patrik, Op.cit, him 11.
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memenuhi prestasi. Bentuk Kketiga, debitur memenuhi prestasi tidak

sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila

prestasi masih dapat diharapKan, untuk diperbaiki lagi ia sudah dianggap

akeffiemenunhi prﬁ}
esta'(%'me, j@' co
r\ﬂﬁlay ag dilakﬁw
% . alam@'(!)'lll‘I

3 menim kerugian yang

&1 51.:“}
ajﬁelak

act, atau cidera janji),

g merupakan

EW

a

3)

4) Melaksa

&

wanprestasi“ta

tikal, sulit untuk menentuk: en a

Mjﬂidﬁeﬁe prest

*"Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya

saat terjadinya

dan melaksanakan

Bakti, him. 87.

*2M. Syaifuddin, Op.cit, him. 338.
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prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena para pihak lazimnya tidak

menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang

dijanjikan dalam kontra

menentukan me eng SD
: kamﬁ:‘% 5

yang mereka buat. Selain itu, juga sulit

terjadimya wanprestasi dalam wujud
x:@' estinya, jika para pihak

m n secara f presta snya dilaksanakan

pern%lai atau Somasi
E’ng. 9@ diatur dalam
7 UH : i

Kreditur perutang
(debiturtagar. dapat ‘memenubi prestasi s dengan isi perjanjian yang
telah di
Wuj v§/‘ asi yang' lebi d htukan momen atau saat
terjadinya A 3 ¢ | 3 an yang dilarang dalam kontrak,
karena jika seore .

nela ‘ restasi dalam kontrak itu nakam perbuatan yang

ilarang da M(,ﬂkaﬂtiﬁm sanakar

prestasinya.

*Ibid.
*Salim HS, 2011, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, him.

96.
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KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk untuk menentukan
moment atau saat terjadinya wanprestasi, khususnya bagi kontrak yang

prestasinya memberikan yaitu Pasal 1237 KUH Perdata, yang

kewajiban melaksanaka esta alam Kkontrak tidak melaksanakan

prestas 2 jumlah,

jenis, dari we

an secara tegas dalam

kontrak.>®

S¢ MAR AN®

%5 bid.
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Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur pada umumnya merupakan

suatu ingkar janji wanprestasi, namun bila tidak dipenuhinya prestasi oleh

debitur ada suatu peristiwadiffluar kemampuanya, apakah juga merupakan

wanprestasi s apakah harus dipertanggung

m%ja ﬂian ’
bﬁ% a % himya prestasi pada suatu

ndisi di

emamp dinamakan adanya

2

menanggt al, itu ti oleh para pi

k pada

saat membuat perjanjian.-Jaditde enuhi prestas

tidak ad

lasan untuk itu, si berut. g%us dibukum mengganti

*Achmad Busro, 2011, Hukum Perikatan Berdasar Buku 11l KUH Perdata, Yogyakarta: Percetakan
Pohon Cahaya, him. 34.

*Ibid.
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disebabkan karena suatu hal yang tidak terdugapun tidak dapat

dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad

- mr%n (ﬁ asal. 1245 KUH Perdata yang
“Tid I"'~5z'aya rugi s 1%

%8 1hid.
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3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko dari

debitur.

dengan penyimpanan atau

ANS

penitipan

C) Eﬁb uan Hutang
d) Perju a%ﬂaﬂ
N0

Percampura

% salim H.S, 2011, Op.cit, him. 163.

I pid.
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f) Pembebasan Hutangnya

g) Musnahnya barang yang terhutang

h) Kebatalan atau Pembata

%aratﬁ?/a gediatur dalam bab ke satu buku

akan di

pemilik, goerusaha ibag j wasta dan perusahaan

Negara, Sedangkan" bila L dari-+he ) dapat

dibagi me perusahaan bukan badan

hukum.® Be an dijabarka angenai macam-macam Badan Usaha

1. Perusahaan De

P& dagang adalah salah satﬁ rusa
yang kMeﬂtu Hn(&g a dengan ciri-ciri lainya :%

*'Abdul Rasyid Saliman, 2010, Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Jakarta :

dall perseorangan

Kencana, him. 98.

%2 1bid.
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A. Modal milik satu orang saja.

B. Didirikan atas kehendak seorang pengusaha.

C. Keahlian, teknologi

ya;ﬁang disperusahaan itu merupakan para

dan manajemen dikelola satu orang saja.

Persekutuan

Persekutuan, ahasa Belanda),
artner fm adalah perserikatan
perdata yang al 1618 KUH Perdata,

perserikatan perdatasadala ; erjanjia ana dua orang atau

lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan
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dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh
karenanya.®®

Ciri-ciri persekutuan pesdata sebagai berikut;*

Blasanya penge

i- 'I\‘ . ;
" 1’ Q
1) Seku gra aire
a. Ti dapat diberhentil ecuali atas dasar hukunm
iy IHI &

sakit, tida

b&?ntikan oleh persekutuan ﬁ%
c. Te Mkﬂseﬂ u lam perjanjian persekutuan

adi.peng

(misalnya:

untuk an; dan

% |bid.

% 1bid.
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d. Mempunyai wewenang secara penuh untuk melakukan segala
perbuatan yang berhubungan dengan kepengurusan persekutuan.

2. Sekutu Mandater (gerant'mandataire)

ng (sek ang dig jadi nama

perusahaan=*Menurtit Pasa : : Dafang, Perse setiap

persekutua da [ dic an dengan

nama bersama, kongs

, Kerjasam
Ciri-ciri firma a0ai be
W A !

a) Ciri-cir
‘F‘!Een ertian di atas perseﬁr@na adalah persekutuan
pe IMSA FH &u tersebut terletak pada tiga

1. Menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal. (pasal

16 KUH Dagang)

2. Dengan nama bersama atau firma. (Pasal 16 KUH Dagang)
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3. Pertanggungjawaban sekutu (firmant) yang bersifat pribadi
untuk keseluruhan, yang merupakan syarat material,

maksudnya pertanggungjawaban sekutu firma tidak terbatas

melainkan  juga
5 harta kekayaan milik

18 KUH

orang se di ck «omanditer adalah sekutu yang hanya

menyera u ‘ ’ 3 N pada

persekutua

pengurusan eNguasa S an, dantanggung jawabnya terbatas
s\ ljss

dimasukkanya. inya, sekutu

sampai

K awgk bertanggung jawab secara pfibadi terhadap persekutuan
komanditer, eMl eH I&nterlah yang diserahi tugas

an pihak Ketiga. (Pasal 19 KUH

pada Sej

untuk mengadakamshubungan.h
Dagang)
Dari pengertian di atas, dalam persekutuan Komanditer ada dua

macam sekutu :
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a. Sekutu kerja/sekutu komplementer/sekutu aktif, yaitu sekutu yang
menjadi pengurus persekutuan.

b. Sekutu tidak kerja/s

u komanditer/sekutu pasif, yaitu sekutu

ko ang : nya firi Jihak ketiga

sebagai perse

3.&’5tuan komanditer dengan %\
ko dMaﬂﬁerHar&mdalny

@itu  persekutuan

erdiri dari saham-

CV tidak mengatur tentang tata cara pendirianya, tetapi karena ketentuan

CV diatur di antara peraturan yang mengatur persekutuan Firma, maka tata
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cara pendirian CV adalah sama dengan persekutuan Firma. Menurut Pasal
16 KUH Dagang jo Pasal 1618 KUH Perdata, untuk mendirikan

persekutuan Firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUH

d gikan pihak
eNg IJ dengﬁjanjl antar
ila di M lisan atau suf

hal ini dape g an.akta ofentik ataupun akta di bawah tangan.

maka

Tetapi pad wosutjipto bahwa dalam

praktek di 1 on

CV berdasarkan akta i arkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri

al persoalan status hukum dari

persekutuan komanditer ini apakah berupa badan hukum atau bukan, hal

% |bid.
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tersebut sama dengan pada persekutuan firma. Pada umumnya yang berlaku
dalam praktek penyelenggaraan perusahaaan di Indonesia, orang berpendapat

bahwa persekutuan komanditersbukanlah badan hukum. Meskipun unsur-

Cw?al.taire antara
Peﬁ:'gﬁn Terbg terdapat
Firma.

up
dalaﬁya i

jgung

harta Ke

adanya tangg

L = ]

Menurut Pa ita o isebutkan

lebih mitra

V terdiri atas

jam. Jadi dengan de alankan kegiatanya,

mitka bias ertanggung jawab atas ﬁ gk
diamfyang be nM jﬂb Hya&a odal ye
al [TelakUKall 1]

ptingan dengan pihak ketiga adalah

emitraan, dan mitra
ng disetor. Dengan

demikian, maka yangsdap

% 1bid.
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mitra biasa. Adanya mitra biasa dan mitra diam tersebutlah yang

membedakan antara CV dengan firma.

5. Perseroan Terbata

J@m%ral yaitu orang dan badan
De‘;-:jl.”aadan h gal person dalam

Dictio

Ny |
am |
::erserk

perseroan A an | subj § hukum

erseroan te pakan.pendukung hak dan kewajiban. an hukum
P ArPEs

adalah sala
a. Orang |b

b. Badan r i\.‘l

Perseroan terbata

ang m dal terdiri atas saham-s ﬁ%g pemiliknya memiliki
0] £ ﬂd Hkl& karenagmodalnya terdiri atas

an, perubahan kepemilikan

Henry Campbell Black, 1992, Black’s Law Dictionary, St Paul Minn: West Publishing Co., him.

620.
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perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Definisi

lain perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan

Ieh K3

atau*Saham:saham i
@ % atau asosiasi modal.®®
dngeung @

i yang

dan bes@no al perseroan
r erusaf@'ter' ah dari
Al il eyaan

ap ( ) nemiliki leb W saham yang
bukti kepemilikan pertisahaa

:hd-u iK sa punyai tanggu
yang terbx

K83 iliki. Apabil
perusahaan ole akayaan

menjadi tangg

0

aan mendapat
euntungan, keuntunge

pk@FIK saham akan memp% ian

%Rudhi Prasetya, 1995, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai dengan ulasan menurut

euntungan yang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, him. 31

%9pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas
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disebut deviden yang nominalnya tergantung pada besar-kecilnya
keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.”

Sebagai badan hukum PerS@koan Terbatas (PT) memiliki unsur-unsur,

antara lain:"*

, dan
Perserean_memiliki.kekayaan.sendiri“berupa®modal dasar yang terdiri
atas se ni ; e ain yang
berupa Benda“bergerak“dan srgerak, benda berwujud dan tidak

berwujud

c. Melakukan hubune

erﬁ!h lakukan hubungan hukﬁ@ depgan pihak ketiga
ang diw. iIiMiﬁi.Hek&a i ‘Pertanggung jawab penuh atas

"*Adrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Perseroan Terbatas, Jakarta: Penebar Swadaya Group, him. 7.

™ 1bid. him 15.
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pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta
mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

d. Mempunyai tujuan sendici

berikut ini:

menentukan

a. Pilihan huk hal ini para pi

se m kontrak tentang hokumg manay yangsberlaku terhadap

s b b, [\

"2Subekti, dalam Budiman Sinaga, 2005, Hukum kontrak dan penyelesaian sengketa dari perspektif

sekertaris, Jakarta: RajaGrafindo, him. 13-14.
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b. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan
sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang

berlaku jika terjadi semOketa di antara para pihak dalam kontrak

ntuk%an ang hanya
k u jug‘ﬂj;!im erjanjian

8] mela "

l.
hukum yang dipakar, bia ara salah

u

in arnara ak, hukum dari suatu

a 'E
apat’ dipi perbagai cara penyelesaian

Penyelesaian

tersedia, ba .,,,.It

untuk suatu cars

3 itraﬁ?kan digunakan ditentukqﬁ:%asti

ARRA

au cara-cara lain. Bahkan,

gketa dapat dirinci Magi, misalnya

Negara tertentu

”® Budiman Sinaga, 2005, Hukum Kontrak dalam Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris,

Jakarta: RajaGrafindo Persada, him. 14.
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dari lembaga tertentu, mengingat lembaga arbitrase yang ada sekarang
sudah banyak.”

Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan antara usaha

kecil dengan ar untuk lebih memberdayakan

ﬁm ng semakin kuat dan
gnomia . %.Pembinaan dan

angan__sumber daya..mar 15 jemen dan
teknolog

Prinsip g

m
kerjasama 3, u ana

keunggulan dala

“Ibid.
> Salim HS, 2007, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata, Jakarta : Rajagrafindo

Persada, HIm. 178
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usaha menengah dan atau usaha besar di dalam pelaksanaan perjanjian ini
mendatangkan laba atau keuntungan bagi keduanya.’®
Perjanjian Kerjasama mertpakan Perjanjian campuran, yaitu perjanjian
! u lebih=ketentuamgketentuan undang-undang dari
ber;ﬂ k ﬂ}t jasama tentunya tidak dapat

@usus di Deratu
| 1 [ a

perja

Penyusunan perja

memilah ‘
yang aka it . DI

mengakomg l‘ : 100 DEN ifat menjaga

keseimbangan hak*da

"’ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa
Datang, Jakarta : Gramedia Pustaka, him. 82.

8 1bid.
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D. Tinjauan Mengenai Restoran dan Usaha Bisnis Restoran yang Menjadi
Objek Penelitian

1. Pengertian Restoran

“ Restora a ' ertempat di

sebagian a t‘. r-g f ( , di api dengan

peralatan P j akanan dan

a i umum dltempat us nm
aﬂa H &ﬁtusan "

npunyai suatu kepentingan dan

amenuhi ketentuan

persya ta

Semua jenl

tujuan yang sama vyaitu: “Menyediakan dan menyajikan makanan dan

*Ardjuno Wiwoho, 2008, Pengetahuan Tata Hidang, Jakarta: Penerbit Erlangga, him. 1-2.
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minuman kepada umum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

sesuai dengan yang diinginkan”.%

81

an, antara lain:

1773

0 mem

Berikut adalah jenis-jenis seste

aitu restoran yang memakai

ngambil makanan atau

s "Mmenurut jenis hidamgan yang

.mb di
an Y

5. Grill restau

storan yang khus

‘j&fpps, dimana hidangan terseb t%ar
(co tM A H &'&

menjual steak

urut selera tamu

8 1hid.

8 Emmita Devi Hari, 2016, Pengantar Akomodasi dan Restoran, Yogyakarta: Deepublish, him. 73-74.
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6. Specialities restaurant, yaitu restoran yang menghidangkan
makanan dan minuman istimewa (makanan khas), seperti; seafood,

masakan padang, Jmasakan khas Jawa Timur, Chinesse food,

AgON res J yaitu res orong yang

al dorong a ’ang biasanya digelar

ela -'il:.p dan“menghidangkan makanan kecil,

Vi f ghidangkan

makanan dan minuma ganiservice informal, tapl lebih cepat
“s\ulijdAee ' P

dalam pels

.;STEan tidak menghidangkan f:!l %se di
ma rMo |SHC
emakin.n ‘

Umnya makanan S

dah ready to

er atau jamuan

pagaimana yang dapat dilihat dari
semakin beragamnya jenis restoran yang ada di pasar. Para pengusaha bisnis
restoran berlomba-lomba menarik sebanyak mungkin konsumenya dengan

memberikan kepuasan bagi para tamu dengan tujuan dari operasinya adalah
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untuk mendapatkan keuntungan. Restoran asing maupun lokal bersaing

memperebutkan pelanggan, berbagai cara dilakukan mereka untuk

memaksimalkan kepuasan angganya, baik melalui  pengembangan

_ 82

kualitas produk m

at) un%lltasﬁyana
R stora%

OSISI

depan hukum.

memperlthatkan segn Bgm asar” masing- 0. Jika usaha utu milik

pribadi de adi laba pribadi, dan jika

Yang membua

beEEﬂl Faruh tertentu pada pengu'iaﬁal o

8 Husein Umar, 2005, Evaluasi Ki

ramedia Pustaka Utama, him. 151.
#Bartono, Novianto, 2005, How To Win Customers in Competitive Market, Strategi Jitu Menarik
Pelanggan di Bisnis Restoran, Jakarta: Gramedia, him.60-61.

8 bid.
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a) Pada bentuk usaha milik pribadi, keputusan ada di tangan pribadi

dan dapat berlaku cepat, serta mudah dilaksanakan. Misalnya

apakah pemilik ang memiliki jiwa pemimpin yang ideal.

W)

entuk arga keputusan harus

i pengaruh pada suasana kerja

berfakg=sebagal” pelaksanan keputusan

1] “l :
J ikro yang befpengaruh
nrlebib ‘ adi kendala kebijakan dan
| .
3 L men 3\ a yang ada di lagpangan.
AU A

Berdasarkan™t a dapat dimengerti

ilik i lebih cepat mengatasi_p \%n dan gesit bergerak,

daripada stﬂ SHJ ﬁ sar yanggtiap gerakan harus
0 pada pihak-piha

atas penentu kebijakan kegiatan

pada
ke

dikonsultasika
usaha. Dengan melihat pada bentuk usaha maka dapat kelihatan siapa
sebenarnya pemilik modal dan aset perusahaan. Kepemilikan modal

inilah yang menjamin bonafid tidaknya perusahaan. Apabila jumlah
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modalnya besar, maka ada jaminan bahwa restoran akan bertahan lama
dan memiliki ketahanan usaha atau ada back-up finansial yang cukup,

dibanding modal yang sedi

% bid.
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